PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/p3 8 /2021

TENTANG

PENETAPAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR

Menimbang

Mengingat

DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika Stasiun Banjarbaru untuk
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan curah hujan, sifat
hujan dan cuaca ckstrim pada Dasaran Il sampai dengan
Maret 2021 sehingga seluruh Wilayah Kalimantan Selatan
diperkirakan berpotensi banjir dan putting beliung
khususnya di Kabupaten Tabalong;

bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana
Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung yang
terjadi sewaktu-waktu, maka perlu dilakukan upaya Siaga
Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan
Angin Puting Beliung secara cepat, tepat dan terpadu
sesuai Standar dan Prosedur pada saat Siaga dan/atau
Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah
Longsor dan Angin Puting Beliung dengan Penetapan Status
Siaga Darurat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
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11.

12.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 266);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap
Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
382);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
Nomor 5);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 128 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020 Nomor 128);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
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Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan
Angin Puting Beliung di Kabupaten Tabalong.

Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
adalah dalam rangka Siaga Darurat Penanganan Bencana yang
dilaksanakan mulai tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 31
April 2021.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan
ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Dana
Siap Pakai, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Janvag Jooy
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Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
Kepala Kepolisian Resort Tabalong di Tanjung

Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung



